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Program Negara
NAWACITA

Negara — Kementerian
Swasta- Pengembangan

Situasi & Kondisi Usaha
- Program
- Proyek
- Public Service

Keputusan Politik
Business Plan
Potensi Pasar

Payment

BUMN Efisiensi & Efektivitas
Perusahaan Swasta Profit & Loss



Risiko Politik

* Janji Politik Calon Penguasa

* Konsistensi Kebijakan

* Perubahan Strategi

* Country Risk - Pandangan Negara Lain



Kronologi Pandemi Covid-19 & Respon Kebijakan di Indonesia

11 Maret

Penetapan COVID-19 sebagai
pandemi oleh WHO

4 Jan

Pencatatan Kasus
Pertama di WHO

&

31 Des 2020 -
3Jan 2021

Penemuan kasus di Wuhan
dengan 5 pasien dirawat
dengan ARDS

13 Maret

Pembentukan
Gugus Tugas Nasional
berdasarkan Keputusan
Presiden No. 7/2020

2 Maret
Penemuan Kasus Pertama
di Indonesia dengan 2
pasien kasus positif

berdasarkan SE Mendagri No.

29 Maret 7 Sept
Pembentukan Pembentukan
Gugus Tugas Daerah Tim Nasional Percepatan

Pengembangan Vaksin Covid-19
berdasarkan Kepres 18/2020

&

440/2622/S)

20 Juli

Pembentukan Komite Penanganan
COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi
Nasional (PC-PEN) berdasarkan
Perpres
No. 82/2020




Perjalanan Respon Kebijakan Penanganan Covid-19

Stimulus Ekonomi Stimulus Sektor
untuk mengendalikan Riil dengan
dampak terkait lalu pemetaan Sektor
lintas orang, barang terdampak

dan uang Rp405,1T

+/-Rp 10T

Stimulus Ekonomi |, Il Exit Strategy dan
dan lanjutan pada Protokol Kesehatan
kelompok terdampak untuk Pelonggaran
+/-128 T PSBB

Biaya Penanganan COVID-19 Rp

695,2 T menyatukan Penanganan
COVID-19 serta Pemulihan dan

Transformasi Ekonomi

Tambahan Belanja
Negara untuk Biaya
Penanganan COVID-
19

Rp 669,7 T

Pembentukan Komite
Penanganan COVID-
19 dan Pemulihan
Ekonomi Nasional
(KPC PEN)
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Skema KPBU

Kontrak Operasi & Pemeliharaan (Operation & Maintenance (O&M)):

Operator swasta/badan usaha, berdasarkan kontrak, mengoperasikan aset milik Pemerintah (mis. Pabrik pengolahan air/air limbah) untuk
jangka waktu tertentu. Kepemilikan aset tetap pada pihak Pemerintah.

Bangun-Keuangan (Build — Finance (BF)):

Swasta/badan usaha membangun aset dan membiayai biaya modal hanya selama periode konstruksi.

Desain-Bangun-Keuangan-Pelihara (Design-Build-Finance-Maintenance (DBFM)):

Badan usaha merancang, membangun, membiayai aset dan menyediakan layanan pemeliharaan (hard facilities management) berdasarkan perjanjian
jangka panjang.

Desain-Bangun-Keuangan-Pelihara-Operasi (Design-Build-Finance-Maintain-
Operate (DBFMO)):

Pihak badan usaha merancang, membangun, membiayai, menyediakan layanan pemeliharaan dan operasi di bawah perjanjian jangka panjang.
Pengoperasian aset juga termasuk dalam proyek-proyek seperti ini misalnya pengoperasian jembatan, jalan dan instalasi pengolahan air.

Konsesi:

Seorang pemegang konsesi pihak swasta/badan usaha melakukan investasi dan mengoperasikan fasilitas untuk jangka waktu tertentu, setelah
jangka waktu tersebut kepemilikan kembali ke pihak pemerintah.



Tahap Penyiapan KPBU

Penyusunan Dokumen

Penyusunan Studi Prastudi Kelayakan +

Pendahuluan Kajian AP
Penyampaian
Hasil
| Penyiapan
Pemberitahuan Studi Pemberitahuan FBC.
Rencana Pendahuluan Tahap Kajian AP ®
KPBU AP & Penyiapan PQ

Klarifikasi Konfirmasi
penggunaan Pendahuluan
skema AP

Asislensi
(yka diminta oleh PJPK)

1 tahun

Rapal Koordinasi

Tahap Transaksi KPBU

RFP, Signing

Bid Perjanjian Financial ~ Konstruksi
Submission, KPBU Close &

& Award @

Konfirmasi

Masa Operasi

Commercial Perjanjian
Operation KPBU
Date Berakhir
® &

Penganggaran dan Pembayaran AP

Pembahasan Tiga Pihak (DJPPR, DJA, PJPK)

>10 tahun




Sementara kita dihadapkan pada berbagai

risiko:

b RISIKO STRATEGIS RISIKO KECURANGAN DAN
:1‘; R IS K Risiko ddlqm | INTEGRITAS
f:‘-,} RA% Sl N3 pencapaian tujuan risiko yang dialami pemerintah
o Aol R karena adanya tindakan
‘J‘\c N A kecurangan, penyalahgunaan
C wewenang, free riders dan
e moral hazards.
RISIKO KEPATUHAN RISIKO OPERASIONAL RISIKO KEUANGAN
terkait dengan kepatuhan terkait dengan sejauh mana pemerintah
terhadap peraturan perundang- terkendalanya menjaga ketergatungan
undangan dan ketentuan yang Implementasi kebijakan di pada pembiayaan
dapat menimbulkan implikasi risiko lapangan karena eksternal.
hukum atau litigasi. kompleksitas system &

Perubahan Kebijakan



Semua Risiko di atas,
A%,  berpengaruh terhadap
~ business sustainability,
s RISK
- wiEel e ferutama kepada sektor
B - swasta sebagai pelaksana
keglatan



Business

Continuity

Influenced : Internal Factor Influenced : External Factor



PENGUSAHA
DUKUNG PENGUASA

» Kemudahan akses dan kepastian yang
menguntungkan

" Informasi atas arah kebijakan ekonomi
» Kemudahan birokrasi



RISIKO PEMERIKSAAN

COVID - 19

» Keterbatasan kapasitas jumlah pemeriksa

) " . : . . e Perubahan Peraturan
= Koordinasi internal terbatas melalui komunikasi online

» Tidak dapat melakukan cek fisik ke lapangan atau ke - dstostian kERUaRAn

dokumen manual karena batasan protokol kesehatan

» Koordinasi dengan pihak pemangku kepentingan

Kondisi psikologis pemeriksa yang khawatir akan agak sulit

kondisi kesehatan pribadi dan lingkungan



Kita tidak mungkin mengatasi tantangan ini sendiri-sendiri.
Dibutuhkan kepercayaan (trust), semangat dan kebersamaan lebih dari
waktu-waktu sebelumnya.

Kita perlu berkolaborasi dan bersinergi, menyatukan langkah, berjuang
bersama menghadapi tantangan ketidakpastian.

Dengan tata kelola yang transparan, akuntabel dan berorientasi kinerja
untuk mewujudkan Indonesia maju.




Terima kasih




